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Dengan memanjatkan puji syukur stas kehadirat Tuban Yang Maha Kuasa
atas mhmat, hidavah dan karunia-Nya, pemyusunnn Laporan Kinerja Instans
Pemermiah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 202 1 dapat
diselesaikan.

Laporan Kinenja Instansi Pemernintah Badan Pendapatan Daerah Provins:
Sumatera Barat adalah wujud pertanggungiawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembagas pemenintah selnma satu tabun anggamn,
Kinerja Badan Pendapatan Daerash Provinsi Sumatern Barat telah diukur,
dievalunsi, dinnalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provins:i Sumatera Barat yang dalam
proses penyusunannya ielah sesuai dengan Peraturan Menten PAN dan Reformas
Hirokragi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemunjuk Tekmis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tate Camm Revin Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemernniah

Laporan Kinerja Instansi Pemerntah Badan Pendapatan Daerah Provins:
Sumaters Barat Tabun 2021 merupakan bentuk komistmen nyata Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan
dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instans:
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RINGRASAN
EKSEKUTIF

Bagi Badan Pendapatan Deerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi. Pervama, merupakan sarans
untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada selurub pars
pemangku kepentingan (Kementerian PAN dan RB, Instansi Pemernntah
PusatDaerah). Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan
pemingkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanva dua fungsi utama m
memperjelas bahwa informs yang teruang dalam Laporan Kinerjs Instansi
Pemerintah Tahun 2019 hanus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal
dam eksternal

Data per Januari s.d Desember 2021 menunjukkan capaian Penerimaan
Pendapatan Ash Daerah-PAD (yang dikelola Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatern Barat) telah terealisasi sebesar Rp.2.553.218.075.280,
schingga mampu melampaui target wang ditctapkan  sebesar
Rp.2.469 508994798 -. Hal ini membuktikan bahwa melalui layanan
kemudahan membayar pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pembayaran Pajak Dacrah.

Untuk nngkasan capaian kinerjs Badan Pendspatan Dacrah Provinsi
Sumatera Barat yang dihasilkan di tahun 2021, dapar digambarkan sebagai
benkut :

I. Memngkainya Pendapatan Aslhi Daersh dengan indikatornya

Persentase Kenaikan Pencrimaan Penerimaan Pendapatan Ash Daerah
(PADY), capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2021 adalah
130%.

2. Meningkatnyn kualitas Penvelenggaraan publik  salash  satu
indikatomyn Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat, capaian
kinerja sampai dengan akhir Desember adalah dengan Indeks




will

3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, anggaran vang berasal
dari APBD sebesar Rp.63 868330574 - telah terealisir sebesar
Rp. 60 080.652.174, - atau 94,07%,

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanva dengan
menentukan perencanaan strategis vang akan dijadikan panduan untuk
mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari, Hasil
Evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemenintah ini penting dipergunakan sebagai feed hack dalam perencanaan

program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan publik dapat
diperbaiki dan ditingkatkan




PENDAHULUAN




I. LATAR BELAKANG

Salah sty nzas penyelenggaraan good governance yang tercantum datam
Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penvelenggar
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
schagai kedoulatan tertinggi negarn sesusi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya
diwujudkan dalam beniuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIF).

Dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan asas otonom dan migas
pembaniuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakannya dengan
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 1entang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat selalu
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
tahun 2021-2026 Provinsi Sumatern Barat vang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemermtah disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat
dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021, sekaligus sebagai
alat kendali dan pemacu peningkstan kinerja setinp Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendapatan dacrsh di hingkungan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumaters Bari, seria scbagai salah satu alat untuk mendapatkan
masukan bagi stakholders demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Bamt. Gune mewujudkan hal tersebut, pemenintah telnh
menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2014 tentang Sistern
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintsh yang mewajibkan seluruh mnstans:




pemerintah untuk mempertanggungiawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksansan misi organisasi dalam mencapai tujuan-nyuan dan sasaran-sasaran
vang ielah ditetapkan, Dalam pelaksanaannva, Peratumn Presden im
dilengkapi dengan Pematuran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negam
dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atngs dasar tekad dan semangat untuk tereuudnys tata  laksana
pemerintahan yang baik (good povermance) itu, maka beban tugas dan
tunggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumaters Barat sebagai
perangkal daerah pada Pemermtah Provins: Sumatera Bamt dituntut untuk
mewujudkan sdministrasi Negara yang mampu mendukung kelsncaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penvelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinann kemasyarakatan

Dalam rangka pemenuhan atas funtutan  u, maka diperlukan
pengembangan dan penetapan sistem sera prosedur kerga yang cepat, tepat,
jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan
tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumatera Barat harus bisa
berlangsung secara berdava guna dan berhasil guna.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Somatern Barst berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatern Barat Nomor |3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daemh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daemh Provinsi Sumatern Barat dan Peraturab
Cubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tabun 2020 tentang Ummian Tugas Pokok
dan Fungs: Badan Pendapatan Daerah Provingi Sumatera Baral, mempunym
tigas vang sangat strategis vailu melaksanakan fungsi penunjang unisan
pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan dserahmeliputi pajak
daerah, retribusi daernh, dana penmbangun dan pendapatan lainnya vang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi,




Dengan disusunnys Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Badan
Pendapatan Dacrah Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan dapat bermanfaat
untuk :

|. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemben mandat

mtas kinerja yang telah dan scharsnya dicapai oleh Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Barat;

2. Mendorong Badan Pendapaian Daerah Provinsi Sumaterns Barat di
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang
didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagm upaya perbaikan berkesmambungan bagi Badan Pendapatan
Daerah Provingi Sumatern Barat untuk meningkatkan kinerjanyn;

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumaters Barat terhadap
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan
program [ kegiatan dalam rangks peningkatan kesejahteraan Masyarnkat.

LANDANAN HUKUM

Dagar hukum yvang melandasi disusunnva Laporan Kinerja Instansi
Pemenntah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatern Barut
Tahun 2021, antara lain

L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan WNaswnal (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik { Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2009
Nomaor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S038);




10.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kimerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 )

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran MNegarm Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan  Presiden Republik Indonesin Nomor 20 Tahun 2014

Tentang Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

- Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparmatur Megara  Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu stas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

Peraturan Dacrah Provinsi Sumatern Barat Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daernh Provinsi Sumatera Barat
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat;




11. Peraturan Gubernur Surnaters Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Dacrah Provinsi

Sumatera Barat;

12. Persturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tabun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat,




. GAMBARAN ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat vang sebelumnyva
berdazsarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provins: Sumaters Barat dan Peraturan Gubemur
Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Ursian Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Keuangan Daerah Provins: Sumatera Barat.

Cambar 1.1
Gedung Kantor dan Kegistan Bapenda Prov. Sumbar

Pemerintah Daerah Sumastera Barst dalam pelaksanaan penghimpunan
pajak daerah dan retnbusi daerah sebagmmana ditetapkannya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta
Undang-undang Darorst Nomor 11 Tabun 1957 tentang Peraturan Umuam
Pajak Daernh dan Persturan Umum Retnibusi Deerah,

Proses perubahan lembaga Badan Pendapatan Deerah menvangkut
perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan
masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan




mnsa depan, lebth menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan
dan peranan Badan Pendapatan Daersh Provinsi Sumatern Barst dan lebih
mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang
mampu memberikan nilu tambah menjadi suatu potensi vang realistis dan
sangal dominan dalam penyediaan pembiaysan penyelenggarsan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat.

Proses transformasi berikutnya adalah dengan ditetapkannys Persturan
Peraturan Daerah Provinsi Sumaters Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan terbentuklah
Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Persturan Gubernur Sumaiers Barat
Nomor 91 Tahun 2020 tentang Urainn Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Provins: Sumatera Barat, maka terhitung sejak Mei 2021,
Badan Keuangan Dacmh Provinsi Sumatera Barat terpecah menjadi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daersh dan Badan Pendapatan Daerah
Provins: Sumatera Barat.

CGambar 1.2
Wilayah Kerja Bapenda Prov. Sumbar




1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah divraikan diatas, sesuai
Peraturan Gubernur Sumatern Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Umaian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat sebagai organisasi
perangkat daerah mempunysi tugas membantu Gubemur Sumatera Barat, yaitu
mefaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintzhan bidang keuangan aspek
pendapatan daemh, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perrmbangan
dan pendapatan lamnya sertn pembinsan dan pengawasan vang menjad
kewenangan Daerah provinsi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Persturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyelenggorakan firmgxi
sebagai benkut ;

Penyelenggaruan perumasan kebijokon 1:?\
budang keumngsn aspek  peridapaton  yang
miengadl kewenangan Daerah Proviam

& Penyelenggaman penzelolaan keuangan

pspek pengelolann pendspatan daeral vang
mienpadi kewenangan Dagraly Provinss,

¢ Penvelenggarnen Admanigiras: Badan,

& Penyelenggarann Evaluass dan  Pelapomn
Hmdan,

#  Peloksanann Tugfp kedmpssn  lum yang

dibenkan prmpman /

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanaknn tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang




Uratan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Bamt, terdin dan | (satu) Kepala Badan, 1 {satu) Sekretariat, dan 3 Bidang
(Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lamn-lain, Bidang
Pembinaan dan Pengendalinn.

Dalam peloyanan kepads masyarakst di budang pemungutan pajak,
Badan Pendapatan Dacmah Provins: Sumatera Barat mempunyai 15 (delapan
belas) Unit Pelaksana Teknis Daemh yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat serta adanya UPTD Sistim Informasi Pajak Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Dacrab Provins: Sumatera
Barat dapat dilihat dalam gambar berkut ;
Crambar 1.3

Struktur Drganisasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

o™
—OEL0)
O

Badan Pendapatan Daerah

Fravinsi Sumsstora Bara

UFTH Pengsnlaas 9 UFTD Siclem imdurmagl
Femiapaian Raerah Feminparen Batrah




Struktur Organisasi pada Kantor Badan disusun berdasarkan fungsi rhy
function), sebab kegiatan pada Badan Pendapatan Daemb Provinsi Sumatern
Barat  ditittkberatkan pada penyusunan kebijakan teknis di  bidang
pendapatan Adapun peralanan tugas Sekretaris dan masing-masing Bidang
berdasarkan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Fungsi dan masing-
masing Bidang dapat terlihat pada gambar di bawah ini, schagai berikut :

Gambar 1.4
Fungsi Bapenda Prov, Sumbar

Melaksanakan penyispan perumusan kebijpkan
tcknim, koordinesi & pembimsan  seria
pengendalian  internaldi  bidang  administrasi
ummuen & kewangan, bhukum & perundang-
umlangan seru evaluas: & pelaporan kinerja

Sedanghkan struktur organisasi pada UPTD disusun berdasarkan proses
fhy process) dengan tujuan untuk meningkatkan kegistan operasional dan
pelayanan pads masyarakat, Hal ini menunjukkan bahwa UPTD mempunyai




ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daersh dan pelayanan pada
masyarakai,

1.4 Sumber Dava

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31
Desember 2021 sebanyak 190 orang, dengan perincian kondisi riilpegawai
berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah
sebagaimana tabel dibawah i,

a. Data Pérsoml Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.1.
Datn Pegavwai Bapenda Prov. Sumbar

1 Pembsna Utema Madya (I'V/id) i
2 | Pembma Utnma Muda (1Vic) I
3 | Pembina Tingkat 1 (1V/b) 10
4 | Pembina (IV/) 16
5 | Penatn Timghat K1) T
| Penata (Illic) 3
7 | Penata Misda Tingkat | (111b) 2R
8 | Ponom Muda () 3 ]
9 | Pengatur Tingkat 1 (IUd) 19
10 | Pengatar (Ilic) 17
11 Peogair bluda Timglas [{11%) =
[ 12 | Pengatur Muda (1) |
13 | Jaru Tingkat 1 (1) |
_ 14| Juru (L) :
15 | Jura Mods Temghat 1 (1) -

b. Berdasarkan Tmgkat Pendidikan

Tabel 1.2.
Tingkat Pendidikan
Pegawai Bapenda Prov, Sumbar

o —




12

E §-1{Pasca Sarjana) 3%
3 T (Sarjana) ||
4 OV ]
3 B k]
] 2] -
T X I
41 1 ST =F= A
9 TP |

[ 1 I

. Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun

2021 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan asset tetap,
dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar

| 5
. 2 | Peralatan dan Mesin 4434 WITTATIANB S
1 | Gedung dan Bangunan W TO ST OGN0
4 | Jalan, Trigasi & Jaringan I : -
i | Aset Tetap Lainnya [ M 6.750.300
8 qﬁmﬂﬂﬁdﬁ'ﬂ Pengeriaan I TTETETH |

B. STRATEGIC ISSUED
Sesuai dengan Visi Gubemur dan Wakil Gubernur, maka visi
pembangunan daerah jangks menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -
2026 adelah “Terwujudnys Sumatera Barat Madani yang Unggul dan
Berkelanjutan”,

Dengan visi tersebuil diharapkan mampu mewujudkan kemnginan dian
amansl masyarnknt Provinsi Sumatera Barmt dengan tetnp mengaca pada
pencapaian tuyjuan nasional seperti dinmanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarnkat Sumatern Barat. memperhatikan




RPIMD, RPIPD Provinsi Sumaters Barat Tahun 2005-2025. Visi tersebut harus
dapat diukur keberhasilannya dalam rangks mewujudkan Provinsi Sumaters
Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dilaksanakan
agar visi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondis:
objektif yang terdapat di daerah. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa
upays utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi
yang telah ditetapkan, yakni :

[2¥]

Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasakan filosofi * Adaik
Basandi Syara’, Syarn’ Basandi Kitabullah™:

Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik:

Mewujudkan sumber daya insam yang berkualitas, amanah dan
berdaya saing tinggi;

. Mewwyudkan usaha ekonom produktif dan mampu bersaing di dunia

global;

Mewujudkun kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolsan
sumber daya alam berkelanjutan,

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Pemernintah Daermh Provinsi Sumatern
Harat telah menetapkan 7 (mjub) priontas pembangunan daerah, sebagai

berikut ;

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya
saing,
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat:

- Meningkatkan Kescpahteraan petani;

- Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi
digital yang tangguh dan berdaya saing:
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5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor

panwisata dan ekonomi kreatif;

6. Terwujudnya Insfrastrukiur yang handal dan merata;

7. Terwujudnya Kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang

melayani;

Keterkaitan RPIMD dengan Badan Pendapatan Daerah

Proving Sumatera Barat

Misit 7 © Terwupudnya Kualitas tata kelola pemennishan dengan aparstur yang

bermenior

Penegakan Inaknimm
irthadap egalasi
TErIERIH A pajak
dagrph

Erwtholder
dadamn evalmmis 1ethadap
repulasi teTian
permm gL sn il
lncraly
Mengoprimalian kinerjs

mielsyani
Tersupudnya I. Mmingkation  slurssi Frommjang Bligeerds
Rualisas taia dats  olgck  pajek Unmsan
kelala birokrasi kendlarini. Pemnerinzsh
yvanjg berith dan | 2. Meowyesunilon  bewsran damg
alkcuns pbel | nilai  jml kendarssn kcuangun
mpek
pemdmpsian
daerah
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[49, Meningksikan kinerja

[ dan pelayemss sclurub
oFD D] estanss
yang berimizn  dengan
penerimaan  Lain-laim
PAL yaig Sah

10 Konvers) Bank Magan

naen judh fmsk gvarush

b. Strategic Issue Badan Pendapatan Dacrah Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis adalah kondwsi atau hal yang harus diperhatikan karena
dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 adalah sebagai
berikur ;

1. Menpaga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rentang optimal pada
masa panderc COVID-19, dengan cara memberikan Penghapusan
Denda Administras: Atas Keterlambatan Pembayaran PEKB dan
BEMERB Il serta pembebasan Bea BalikMNama Kendaraan Bermotor
untuk kendaraan mutas: Dalum dan Luar Provins: Sumatera Barat.

2. Optimahsesi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya
dan sektor Pajak Kendaraan Bermotor;

3. Pengelolaan Keuangan Daerah secars efekiif dan efisien dengan
prinsip transparansi dan skuniabel untuk memenubi tunfulan semakin
tingginya beban pembiavaan dalam rangka penyelenggaraan tugns-
fugas pemermtihan;

4. Peningkatan kuantites dan kualitas pelayanan publik berbasis
Teknolog Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat
akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

Dan isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah langkah
berkutnya untuk menentukan perencanaan sirategs yang akan dyadikan
panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan tmbul dikemudian hari.




PERENCANAAN KINERJA




PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun
dalam rmangka upays mewujudkan good govermance dan sekaligus result
oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan
manajemen  berbasis  kinerja  (performance-base management) untuk
penyedisan informasi kinerja guna pengelolaan kinerjn, Dalam system
akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian
sasaran/kinefja organisasi yang memerlukan upays menyelurub dari unit
organisasi yang terkait.

Agends pembangunan pada Provinsi Sumaters Barat di bidang
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang pada misi
ketujuh dalam RPIMD Provinsi Sumaters Barat Tabun 2021-2026 adalsh
“Mewufudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik vang
Bersih, Akuntabel serta Berbualitas”, dengan tujuan yang terkait langsung
dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barar, YAy
“Optimalivasi Penerimacn Pajak Daerak, Pajak Daerah, Retribuxi Daerakh,
Haxil Pengeloloan Kekavaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yanyg
Svah ", yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima)
tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada
maupun antangan vang mungkin terjadt

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan tersebut, maks ditetapkan
indikator pada tujuan yaitu “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah” dimana tanggungjawab pencapaian indikator tersebut dibebankan
kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun wjuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat Tahun 2021-2026 adalah




|. Memberikan arah dan pedoman mengenai apa yang ingin diwujudkan
oleh Badan Pendapatan Dacrah, tindakan yang akan dilakukan dan
ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran/strategis dalam
jangka wakiu lima mhun kedepan;

Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Renja perangkat
dacrah dan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

e

4. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pendapatan
Deerah Provins: Sumaters Raral.

11. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dibutuhkan
penetapun upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendmpatan
Daerh Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan,
dimana strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara
komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan
efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Ssssran Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strateg dan
Kebijakan Operasional sesuni dengan ketentuan'regulasi oleh pihok
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan steu petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna
tercapamyn keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,
pada lingkup imternal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun rumusan penetapan strtegi oleh Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat adalah -

I. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan;




2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan
Bermotor;

3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak;

4. Melaksanakan Penilaian Kepuasan Masyarakat Secars Reguler
Atns Pelakzanaan Pelayanan:

3. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural meupun
Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Manusiaa (SDM ) Aparatur,

Rumusan Strategi merupaksn pernyatman penjelasan bagmimana
Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian Amh Kebijakan Perumusan Kebijakan bertujuan untuk
menjelaskan carn yang ditempub untuk menerjemahkan Strategi ke dalam
rencana program-program pnorias  pembangunan. Kebijakan-kebijakan
memberikan arshan konkrit bagi penentuan programe-program berdaya
ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

13. KEBUAKAN BADAN FPENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Kebiakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Bamt secarn

garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam
bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan
Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan/Tat Kelola Organisasi.
Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut -
|. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat
dierima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
dalam pengertian bahwa Kebijakan Pendapatan Asli Daemh (PAD)
dinrnhkan kepada
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Perlussan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli
Diaerah;

. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada

masyarakal,

Pemingkatan jangkavan dan janingan pelxyanan dengan pernanfanstan
teknologi informas:;

- Pengembangan sistem dan prosedur tata cars pemungutan secar

transparan dan akuntabel,

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel
berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama
dengan Pihak lam, dalam pengertian, bahwa peningkatan kualitas pelayanan
publik dilakukan melalui

b,

24,

Perluasan kapasitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat:
Pengembangan metode/prosedur pelayvanan agar lebih sederhana:

Pengembangan kerjasama penyelenggarann pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dengan pihak ketiga;

Pengembangan model layanan jenis baru secara lebih efektif dan
efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Pengembangan kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan
audit eksternal dan sertifikasi laynnan.

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ekstenal untuk melaksanakan
survey kepussan masyarakat atas laynnan Kantor Bersama Samsat.

PROGRAM & KEGIATAN

Berikut Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Decrab Provinsi

Sumatera Barat :
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I. Program Penumjang Urusan Pemerintahan Provinsi
Cutcome dari Program ini adalah Persentase realisasi penunjang urusan
pemerintah deemh provins.
Kegutannya, sebagai berikun :
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinenja Perangkst Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
€ Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
d. Administras: Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Dacmb
Adminstrasi Umum Perangkat Dacrah
Pengadaan Barang Milik Dacrah Penunjang Pemerintah Dacrah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dasrah
Pemeliharaan Bamng Milik Dasmh Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

oom

T =

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Outcome dan Program ini adalah Persentase peningkatan pendapatan
daerah,
Kegintannya, sebagai berikut
a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
b. Pengolahan, Pemeliharaan & Pelaporan Hasis Data Pajak Daerah
€. Pengendalian, Pemeriksaan & Pengawasan Pajak Dacrah
d. Pembinas & Pengawasan Pengelolann Retribusi Dacrah

15 RENCANA KERJA (REMJA) TAHUN 2021
Rencana Kena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barmt

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan YENE mempunyal
fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuni dengan

urutan pilihan serta memperhatikan sumber days yang sda dengan harapan
dapat menjadi acuan dalam usulan rencana kegiatan yang sumber
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pembiaysannys berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barmt Tahun
Anggaran 2021.

Dengan tersusunnya renja ini, diharapkan bahwa perencansan telah
dilaksanakan secara tenintegrasi, sincrgis dan sejalan dengan tugas dan
fungsi baik dilingkup internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

L6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Peganjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tats Cam Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja  adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasandari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah unmuk
melaksanaken program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

ﬂ Selanjutnya, peratumn dimaksud menjelaskan bahwa
melalui peanjian kinerja, diharapkan akan tersujud
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penenima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan rogas, fungsi dan wewenang
serta sumber dava vang tersedia.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang beristkan penugasan dari
prmpindn nstansi yang lebih tingg: kepada pimpinan instansi yang lebih
rendsh untuk melaksanakan programyvkegiatan vang disertai dengan
indikator kinega. Melalwi perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerys terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sera
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi padn
kinerjn yang dihasilkan atas kegiatan mhun bersangkutan, tetapi termasuk
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kinerja (outcome) yung scharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup cutcome yang dihasilkan dari kegiatan tabun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesimambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan
Penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu ;

L.

Sebagai wujud nyata komitmen antars penerima dan pemberi amanah
untuk memnghkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur;

- Menciptakan twlok ukur kinerja scbagni dasar evaluasi kinerja

aparatur,

. Sebagmi dassr penilainn keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;

Sebagai dasar bagi pemben amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanah;

. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provins

Sumaters Barat Tahun 2021 ¢

Tabel 2.1
Indikator Kinerga Utama Pemenntah Provinsi
SesuniTupoksi Bapenda Prov. Sumbar Tahun 2021

I | Meningkatnya Pendapaman | Persentase Peninglatan 9.5%
Agli Dasrah Pendapatan Asli Casrah
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Tabel 2.2
Program & Kegiatan
SesuaiTupoksi Bapenda Prov, Sumbar Tabun 2021

LEEiEan Kcicrmngun
£0.550. 758 522 APFRD
Pemeninizhan Provinsi
2 | Pengelolan Pendapatan 3319042 |52 APBD
Dacrah
JUMLAH 62, TH BG4

Realisasi dan target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap
trrwulanan, kemudinn dilaporkan menjadi laporan interim {triwulanan) dan
pada akhir eahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Dacrah Provinsi Sumatern Barat.
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M. AKUNTABILITAS KINERJA

3 CAPAIAN KINERIA ORGANISASI

3 : i PEMNGUELRAN KINERJA . @ o
() O'eo

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sitematik
dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan manfaat, dan dampak. Penilamn
tersebul tidak terlepas dan proses yang merupakan kegatan mengolah masukan
menjadi  keluamn  atau  penilaian  dalam  proses  penyusunan
kebijakan/program/kegiatanyang dianggap penting dan berpengaruh terhadap
pencapauan sasaran dan tojuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misr

Pengukuran tingkat capawsn kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antars
target kinena yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan mengacu puda
Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumaters Barat
tahun 2021-2026, hitungannya dengan menggunakan :

= {(ReahsasyTarget x 100%) untuk capaian adalah baik

= {2x Target) — Realisgsi x 1 00% ontuk capaian adalah baik
Target

Pengukuran kinerja dilokukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan yang dilakukan dengan memanfantkan data kinerja yang diperoleh
melaku data intemal yang ditetapkan oleh instansi, yaitu yang berasal dari Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatern Barat, maupun data cksternal vang
berasal dari luar instansi.




Pengukuran data kinena dilakukan untuk memperoleh data vang skurat,
lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana kegiatan untuk tshun berikutnya,
Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari
indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan
sistematis setiap tabun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan
kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan dats kinerja untuk
idikator manfaat dan dampakdapat diukur pada akhir periode selesainya suar
program atau dalam rangka mengukur pencapalan tujuan-tujusn instansi
pemerintah, dalam hal ni Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuran kiners mencakup kinerja kegistan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing kelompok
mdikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah
yang merupakan tingkat pencapaian target {rencana tingkat capaian) dan masing-
masing ndikator sasamn yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran
kinerjn kegiatan, Sesuai dngan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014, teniang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinetjn dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerjn
Instansi Pemenntah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian
sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam Formulir Pengukuran
Kinera (PK).

Berdasarkan hasil-hasi| pengukuran kinera kegiatan, dilakukan evaluasi
terhadap pencapaian setiap indikmtor kinerjs kegitana untuk memberikan
penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan
kegagalan pelaksanman suatu kegistan. Evaluasi bertujuan asgar diketahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpsi dalam rangka
pencapaian misi, agar dapai dnilai dan dipelajar guna perbaikan pelaksanaan
program/kegatan dimasa yang akan datang.




26

Evaluzsi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cam
membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maypun
realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas
yang menggambarkan tingkat kesesuaian antars tujuan dengan hasil, manfaat,
atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang
terjads, batk terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan
massalah yang ielah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, periu juga digunakan pembandingan-
pembandingan, antarn lain ;

a. Kinerja nyata dengan target naynt yang direncanakan:
b. Kinerja nyata dengan hasil kinerjs tahun-tahun sebelumnya;

¢. Kinerja sustu instansi dengan kinerja instansi lain vang unggul di
hidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta:

d. Kinerja nyata dengan kinerja di negnra-negara lain atsu dengan

standar internasional.

Laporan Akuntabilitas Kmerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus
menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputuszan agar dapat
menginterpretasikan  keberhasilan dan  kegagalan secars lebih luas dan
mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi urnian keterkiatan pencapaian
kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi vang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini
dijelasknn puls perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secars
efisien dan efektif, sesuni dengan kebijakan, program, dan kebijakan yang telah
ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/'data yang
diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan puls
evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk
kebtjakan itu sendiri dan proses pelaksanaannya.




3.1.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilakukan berups pengukuran pencapaian target
kinerja kelompok individu kinerjn sasaran strategis vang ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Pemenntah Provinsi Sumatera Barat pada tahun
2021, Metode pengukuran kinena yang digunakan adalah metode pengubkuran
sederhana dengan membandingkan target kinerjn dengan realisasi kinerja pada
kelompok indikalor kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian
mdikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilni keberhasilan dan kegagalan
mencapal sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumaiera Barat,

Keberhagilon dan kegagalan pencapaian sasarn strategis ditentukan oleh
pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasamn strategis yang berkenaan.
Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran
strategis dengan mempedomani target kinerja pads masing-masing indikator
yang lelah ditentukan.

Sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
tahun 2021, yatu Meningkatnya Pendapatan Asli Daersh. Sasaran strategis
diukur pencapainn kinerjanya/'tingkat keberhasilannya dengan salah satu atay
lebih indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh saty bagian atau lehih
yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan,

Untuk mengukur sejouh mana pelaksaan program dengan perencanaan
yang disesuaikan dengan sasaran yang telah digambarkan di atas, maka perlu
dibandingkan anatar perencansan yang telah ditetspkan dengan realisasi
pencapaizn sasaran sehagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja
Utama Badan Pendapatan Daserah Provinsi Sumatera Barai, Hal 1 juga akan
menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kerja program
kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerab Provinsi Sumaters
Barat.
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Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Bapenda Prov, Sumbar
Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terdapat capaian indikator kinerja sebesar
12,36% dan vang ditargetkan scbesar 9,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa
secars keseluruhan sasaran sirategis Badan Pendapatan Daerah Provins:
Sumatera Barat telah tercapai dengan kategon sangat Baik.

3.2 CAPAIAN KINERJA

Gambaran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.2

Pengukuran Kinena
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

| Menmgkatmya Persentase 9.5 1236 I 30
Pendapoian Ashi  Peningkamn PAD
Daerah

* Denter Rt Th X021 sevetah rtabarmepi ormpror peipwminr divskr pegad A oens rereifa

Benkut terlihat target, realisasi dan kontribusi PAD Tahun Anggaran
2021, yuitu ;
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Tabel 3.3,
Target, Realisasi & Kontribusi
Rinciasn PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Pajak 1.934 636.654.000 | 2.060.852.029 361 | 106,52 83,45
Dinerah
2 | Retribusi 8.619.716212 9.101 840157 | 105,59 037
Dacrah
3 | Haml 103 400,743 927 B1266 832196 | 78,59 329
Pengelolaan
Keknyasn
Diserah
Yang
Dripisahkan
4 | Lain-Lain 422.851 880659 | 4019973713566 | 9507 16,28
PAD Yang
Sah
1.469.508.994. 798 | 2.553.218.075.280 103,39 L
| |

Agenda pembangunan ditinjau dari capaian kinerja Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumaters Barat tahun 2021, vang sesuni dengan sasaran
strategis yang telah ditetspkan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawah
organisasi. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kmena Utama
(IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurul sasaran
stategis diumikan, schagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan akhir Desember 2021, kinerja penerimaan Pendapatan
Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lam-Lain PAD
yang Sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Deerah Provins: Sumatern Barat
masih distas target yang ditetapkan.
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Berikut disajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2020 dan
Tahun 2021

Tabel 3 4.
Perbandingan Peningkatan PAD
Tahun 2017 = 2021

l 2017 2134 010.519.501 4]
[ 2 2018 2.275.090.068_ 586 90 6,61
= 3 2019 2.328.432 871.686.19 1,34
| 4 2020 2328 412 B73.686,19 (3,31)

- 2021 2553.218.075.279.89 13,41
Dengan rumus ;
PADg -PAD,.

x 100%
PADn-1

PAD, realisasi PAD tahun berjalan
PAD. realiasi PAD tahun lalu

Realisasi PAD whun berjalan - Reahasi PAD tahun lalu

x 1 00%%
Realirs: PAD tahun laly

Rp.2.553 218.075.279 - Rp.2 328 432 873 686,29 x 100% = 13.41%
Rp. 2.328 432 873 686,29

Dapar dijelaskan babwa untuk realisasi penerimasn PAD terealisasi
sebesar 13,41% dari target yang ditetapkan yaitu 9,5%, sehingga capaian kinerja
(performance gap) masuk dalam kategor: sangat baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Tahun Anggaran 2021
ditargetkan  sebesar Rp. 2 469 508 994 79§ - dengan realisasi sehesar
Rp.2.553.218.075.279,89.- (103,39%) dan target yang ditetapkan. Sekior Pajak
Daerah memjadi penyumbang utama, yaitu sebesar 106,52% terhadap PAD.
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Pencapaian tersebut tidak terlepas dari imovesi yang dilakukan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barmt dalam pelayanan pajak dacrah,
Tahun 2017 - 2021

1IN
| R L
a7 18 Eiot kL] FLIFE]

Berbogni upays yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan
penerimasn dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara kain -

Grafik 3.1
Perbandingan Peningkatan PAD

|, Meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan
sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kemudahan pembayaran
Pajak Kendaran Bermotor melalui Layanan Unggulan:

2. Pengembangan Sarnna dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di Sumaters
Barat, dalam rangkn meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam mendukung

Penerimaan PAD;

3. Pemanfastan kegiatan penagihan dan pembayaran Pajak Dacrah
melalui optimalisasi penagihan door to door yang didukung dengan
pelayanan Samsat Keliling di seluruh Sumaters Barat.

Selam itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD} Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat berupaya
mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan, sepert :

a. Samsat Drive Thru;
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b. Samsat Payment Pomnt;
. samsal Comer;

d. Bus Samsat Keliling;
e. Samsat Link;

f. e-Samsat;

g. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel sebagai

berikt -
Tabel 1.5
Perkembangan Realisasi Pajak Dacrah
Tahun 2017-2020
I 2017 1.626.923.373.074.36 K65
2 2018 1.797.677.158. 644,93 1a,50
3 2019 1.872.933.990,718,00 4,19 =
4 2T 1.809.807.023.047,00 (3.37)
5

2021 lﬁﬂ.&ﬂﬂﬂjﬁim 137

Grafik 3.2,
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2017-2021
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Program/Kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini, adalah -
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

o,  Analisa dan Pengembangan Pajak Dasersh serta Penyusunan
Kebyakan  Pajak  Daerah  dengan  anggaran  sebesar
Rp.197.651.500 -

b.  Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Dacrah
dengan anggaran sebesar Rp. 110.503 250 -

¢. Pengendalian, Pemeriksann dan Pengawasan Pajak Daerah
dengan anggaran sebesar Rp. 2.777.766 452 -

d.  Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan
anggaran sehesar Rp. 133.120.950 -

2. Kepatuhan Waiib Pajak

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulil uniuk
diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat
dipeksakan™ dan “yang bersifat memaksa”. Bertitik tolak dari frase ini
menunjukkan membayar pajak bukan semats-mata perbuatan sukarela atau
karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian
bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan
membaysr pajak kendaraan bermotor secara sukarela dan penuh kesadaran
sebagm akiualisasi semangat gowong-royong atau solidaritas nasional untuk

membangun perekonomian khususnyn di Sumatera Barat. Namun masih ada
upaya yang dapat dilakukan schingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk
membayar pajak dan ini bukan sesustu yang mustahil terjadi, Ketika
masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakuksn secara
sukarela bukan keterpaksaan. Pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk




mengukur seherapn besar rasio Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan
Bermotor dalam satu tahun.

Dalam hal ini ada bebemmpa upaya untuk menumbuhkan kesadaran

masynrakat dalam melaksanakan kewnjibannya, ynitu dilakukan dengan :

Kegiatan  sosialisasi kepads pam Wajib Pajak  dalam  rangka
menumbuhkan sadar pajak, meningkatan kualitas pelavanan kepada
masynrakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas melahui
pengembangan model pelaynnan yang berbasis Teknologi Informasi yang
akan membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan dekat kepads
masyarakat dalam rangks menumbuhkan sadar pajak agar dapai
memenuhi kewajibannya tepat waktu;

Penambahan jumlahfjenis pelayanan serta meningkatan kualitas
pelayanan melalui serrifikasi IS0 sentifikasi 150 tersebut akan dilakukan
pada sctiap ruang lingkup layanan baru untuk menjamin kesamaan
prosedur dalam pemberian layanan pada seluruh UPTDVKB. Samsat di
Sumatern Barat Sertifikasi 1SO merupakan pengnkuan atas standardisasi
manajemen muty dalam pelayanan publik dengan harapan pelayanan
yang diberikan oleh apamt terhadap Wajib Pajak bisa lebih maksimal:

€. Melakukan Operasi Gabungan Teat Pajak Kendaraan Bermotor. Selain

untuk dapat meningkatkan PAD, kegiatan ini difokuskan untuk menjaring
kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang, dan yang lebih
penting kegintan ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk lebih tast membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB);

Upaya benkutnyas untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah
dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda pajak kepada
masyarakal Sumaters Barat untuk meringankan beban masyarakat pada
kondisi perekonomian yang sedang melambat.




3. Survei Kepunsan Masyarakat

Pelayanan  Publik  adalah  segala kegistan pelayanan  yang
diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan penenma maupun pelaksana  pelayanan.
Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dituntut  untuk  selalu
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Meskipun sampai saai ini
service delivery masih seringkali menjadi masalah dalam penvelenggaraan
pelayanan publik oleh pemerintah, namun pemerintah terus berupava
memperbaiki kualitas pelayananannya.

Penyelenggaraan  pelayanan publik  dilaksanakan oleh  apamtur
pemenininh dalam berbagni sekor pelayanan. Melalu: Undang-Undang Tahun
20099 tentang Pelayanan Publik, Nomor 25 Tahun 2009 ientang Pelayanan Publik
dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik
di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat
sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggarsan pelayanan. Kedua produk
hukum tersebut secara tersursl mencgaskan babwa kepuasan masyarakai
merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring dengan
kemajuan teknolom dan tuntutan masyaraka: dalam hal pelayanan, maka unit
penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenubi harapan masyarakat
dalam melakukan pelayanan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah orpanisasi yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional danvatau kegiatan teknis penunjang
tertentu. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 18
(delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Dacrah Pengelolaan Pendapatan Dacrah
(UPTD PPD) di Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemungutan pendapatan dacrah sesuai dengan bidang tekmisnva

Schagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, harusiah sesuai dengan
fungsi utama pemermtah yaitu melayani masyarakat schingga pemerintah perlu




terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dimana ukuran keberhasilan
penyelenggaraan  pelayanan ditentukan oleh tingkst kepuasan penerima
pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penenima pelayanan
memperoleh pelayanan sesuai dengan dibutuhkan dan diharapkan,

Salah satwu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan
publik adalah melakukan surve: kepuasan masyarakat kepada pengguna lsvanan
dengan mengukur kepuasan masyarakst pengguna layanan. Mengingnt unit
layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh  Indeks Kepuasan
Masyarakat diperlukan metode surver yang seragam sebagaimana yang telah
dintur dalam Peraturan Menteri Pendayngunaan Apartur Negira dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepussan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam persturan tersebut dijelaskan babwa vang dimaksud dengan
Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tinghkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dan hasil pengukuran secarn kuantitatif
dan kualitatif atas pendopat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.

Hasil yang diperoleh dari Survey Kepuasan Masyamkst ini dapat
dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam memformulssikan
kebijakan selanjumya, baik bagi unit pelayanan yang disurvey maupun
perbaikan penyelenggarann pelayanan publik daerah secara menyeluruh,

Paradigma baru pelayanan publik adalah menempatkan masyarakat
sebagai pengguna jasa dan Pemerintah Dacrah pada posisi yang sedemjat.
Badan Pendapatan Dsernh Provinsi Sumaters Bami sesusi dengan perannya
sebagai abdi masyarakat (civil servant), sudah seharusnya mengemban tugas
untuk memantau den memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat
schagni pihak yang dilayani. Prinsip ini sejalan dengan esensi Undang-Lindang
Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daeerah (otonomi) dakum upayn




ar

mewujudian keseyahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Penyclenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur
Badan Pendapatan Dacrah Provinsi Sumaters Barm dalam berbagai sektor
pelayanan, terutama yang menyvangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar
masyarakat, kinefjanya terkait prosedur pelayanan, transparansi  biaya,
informas: kemudahan persyaratan pembayaran, konsistensi waktu pelavanan
dan bisya, sarana dan pmasamna yang memadai, suasana lingkungan yang
nyaman dan aman, serta kepastian hukum,

Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan UPTD

tahun 202] -

Tabel 3.6

Rekapitulasi & Capaian Kinerja
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

| | UPTD Padang 76,72 B Baik
3| UPTD Bukittinggi 89,43 A Sangnt Buk
3 | UPTD Panaman 7697 B Baik
4| UPTD Payakumbuh 771,02 B Baik
5 | UPTD Solok 78,14 B Baik
6 | UPTD — 7720 B | Hauk
T LIPFTD Padang Panjang TR AS B { Baik
E LFTD Pln.-:__ 81,94 B Baik
9 | UPTD Lubuk ;-ﬂ]'l:l. Th 66 B | Bmuk
10 | UPTD Lubuk Sikaping | 79.29 B | Bak
11 | UPTD Syunjung 78,06 B ~ Baik
12 | UPTD Sawshlunto 76,87 B ~ Baik
13 | UPTD Simpang Ampek | 76,69 B Baik
14| UPTD Pulau Punjung 76,75 B Baik
15| UPTD Padang Aro 76.72 ] Baik
I | UPTD Arosaka 2451 B | Bak
17| UFTD Sanlamak 3.8 B_ |  Bak
I8 | UPTD Kota Partanman 76,82 B Bmk
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Dengan rumus :
N lmh“

TS e e

3 UPTD
M KM, - nilai tocal IKM Pidi 18 UPTD
N IEH:.M I*l],ﬁ

- = 79 06
¥ UPTD T

Selama bulan Juni sampai dengan akhir bulan Desember 203 | diperoleh
nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada |18 UPTD sebesar 79.06.

Girafik 3.3
Nila Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021

GGGy

Berikut Rencana Tindak Lanjut yang segera dilakukan untuk mencapai
Kepuasan Masyaraka :
i. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, diprioritaskan pada unsur

pelayanan vang masih mempunyvai milai paling rendab, yaitu unsur wakiy
pelayanan dengan nilai  unsur pelayanan, dimana kecepatan waktu

penyelesaian dalam memberikan pelavanan masih dinyntakan kurang cepat,




sehmgga akan terus ditingkatkan agar pelayanan pads Kantor UPTD/Kantor
Bersama Samsat dapat tepat wakiu sesuai prosedur

b. Selnin ity fasilitas sarana dan prasarna yang sudah baik aksn terus
ditingkntkan dengan terus memperbaharu sarana dan prasarans yang
dibutuhkan untuk menunjang terselesainya pelayanan secara tepat waktu;

¢. Untuk penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan demi kenyamanan,
keamanan dan kelancamn pengguna laysnan (Wajib Pajak),

Pesatnys jumish kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat menuntut
UPTDVKantor Bersama SAMSAT sebagai penyelenggara pelayanan publik,
untuk selaly berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib
Pajak. Salah satu upays yang dilakukan sdalsh peningkatan pelavanan
pembayaran Pajak Kendarsan Bermotor melalui berbagai macam program
novasi yang berorientasi kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan akan berdampak pada peningkatan kepuasan wajib pajak kendaraan
bermotor sehingga dibarapkan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib
pajak dalam membayar atau melunasi kewajiban perpajakan kendarnan

bermotomya.

Untuk itu dalam rangks lebih meningkatkan tingkat penerimaan wtay
penggunaan diversifikasi layanan berupa layanan unggulan, maka perlu
dilakukan pengembangan dan evaluasi secars berkelanjutan atas semua jenis
laynnan unggulan baik yang berbesis teknologi informasi maupun yang

diselenggarakan bersama dengan para mitra.

Upayn kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan
melanjutkan novasi dengan berbasis Teknologi, ini menjadi wajib bag: Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatern Barat dalam menjawab Iantangsn myata
di era berbasis digital yang merupakan bentuk kemajuan teknolog yang
mengintegrasikan dunia fisik dan digital.




3.2.1 REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realizasi anggamn tahun 2021 vang digunakan untuk
mewujudkan kinerja organizasi sesuai dengan dokumen Penjanjian Kinerja dan
tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barai
yang telah ditetapkan :

Tabel 3.7.
Komposisi Belanja Bapenda Prov. Sumbar

TA. 2021
BELANIA DAERAH
BELAMIA DPFERAS] Bl THE 958 154 SH 106406, 716 0419
Belanjn Pegawa 45194999 119 43213427403 9542
Belanja Barang & Jasa 16591 559 065 14982979313 90,20
BELANIA MODAL
Belanja Modal Peralatan & | KRS 318,390 |602.064 000  §9.7%
Mlesin
Belnnga Modal Gedung & 194, 454 DD 192 1] 458 oK &3

L ML e i e

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumaters Barat Tahun 2021 adalsh Program dan Kegatan yang
mempunyal } program dan 26 kegiatan

Uniuk lebih jelasnya, realisasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters
Barat Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut -




Tabel 3.8.

Realisasi Belana
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatern Barat
Tahun Anggaran 2021

A Ihwn Penunjang, Urasan | $9.950.788 522 H.M.HJHE‘ 94,13‘ 3299935 197
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Pemerininhan Provinsi
1 Perencanann, 255716950 210,491,750 | 82,31 A5 X258 300
dom  Evalupsi  Kinerja
| Peranglont Daerah . Eowe o
2, | Admincstrasi Eeuangan | 45 460,844 687 | 43417327888 | 95,50 | 2.043.516.799
Perangkat Daerah |
). | Adminstrosi Barsng Milik | 295,404,000 | 284 608916 | 9539 13,765,084
Drscrah Perangiat Docrah
4 Administrasi  Pendapatan 219233050 2000630202 | 91,51 18620 4R
Dacial Keowenangan
Peranylat Dacrah
5. | Administras: Kepegiwainn 2000 O, (WD 192 403 000 | 95,72 HS9E (MM
|| Peranghat Decrah i
6. | Adminkirasi Umam | 4907 289641 | 4439367291 | 20,46 467922 350
Peranghat Dacrak o
T Pemyndnan Baramg Milik X327 RO0,3T0 221135 000 | Bl GR 1LATS. 370
[raerah Penunjamg
Pemerintah Dacrah
K. | Penyediaan Josa Penumjng | 5312565439 | 4942400077 | 93,03 | 370156362
- Unsan Pemerinish Diserab
9. | Pemelibarnan Bareng Milik | 2,662 582 385 | 2382 437200 | B9.47 2R 445 | 84
Ducrb  Penuinjang  Urusan
Pemeriniah Dacrah
B | Progam Penpelobsan | 10UR 529900 | 102259771 | 92.15 H6 270139
Keuangan Dacrah
1 Penpelolasn  Duia  don | 1096530000 | 012259771 | 9218 &6 I 129
Implemneniasi % imtem
Informas Pemecrintnh
Duersh Lingkup Keuangan
Dacrah
C | Program Pengelodansy | 32190042152 | 27775900078 | 86,20 dd] 4RI 074
Peadapatan Daerah b
| Kegamn Penpeloksan | 3219042052 | 2777550078 | R6.2D 441 483 074
Penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 94.07% dari total
anggaran vang lelah dialoknsikan,
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32.2 COST PER OUTCOME

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Barat harus mampu menyajikan informas: keusngan
yang terkail langsung dengan sasaran atau terdapat nformasi keuangan yang
dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang dibutubkan untuk mewujudkan

sasamn tertentu (cost per ouicome ).

Tujuan dan pada Cost per-Ouicome adalah menunjukan keterkaitan
anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi
manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam
kewiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk
cfisiensi dalam pencapaimn hasil dar keluamn tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap
unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program
dikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pPEnCApaian juan.

Anggaran dan realisasi belanja tabun 2021 yang dinlokasikan untuk

membuayn: program/kegiatan dalam pencapsian sasaran disajikan pada tabel
berikut :

Tabel 3.9,
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program
Tahun 2021 {yang mendukung capaian sasaran strategis)
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4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerpa Instansi Pemenntah (LAKIP) Badan
Pendapatan Daersh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun guna
memenuhi salah satu prnsip good govermance ynitu transparasi  dan
akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya
dan kegagalan beserta faktor penghambatnys baik dari sisi internal yang
controlable maupun sisi eksternal yang nncomtrfobie dapat dijadikan feedback
bagi upayn perbaikan dimasa yang akan datang,

Sedangkan hasil Laporan Kmenja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Badan
Pendapatan Daemh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat disimpulkan
schagai berikut :

l. Pada Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan PAD untuk
Realisasi menunjukkan persentase sebesar 12,36% dan telah melebihi
target vang telnh ditetapkan yastu sebesar 9,5% sehingga Rasio Capainn
Kinerjanya ( Performance Gap) sehesar 130%;

2 Pada Indikator Peningkatan Kinerja dengan Nilai Rata-Rata Survei
Kepunsan Masyarakai (SKM) untuk realisasi menunjukkan angka
sebesar 79,06 dengan Mutu Pelayanan B (kinerja Baik)

4.1 PERMASALAHAN

Dalam pelaksansan tuges dan fungs sebagai perangkat daerah vang
melaksanakan pemungutan Pendapatan Ash Daerah, Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatern Barat selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan

dari sisi internal mavpun cksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai
berikut :
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. Ketergantungan Pendapatan Daersh den sekwor Pajak Dasrah semakin

tinggi, hal ini lebih diimbangi dengan upaya optimalisasi penerimann
dan sekior Lain-Lain PAD yang sah { Kontribusi BUMD).

. Tingkat ketergantungan masyarakst atas pemberian keringanan pajak

semakin tinggy, apabila tidak diberikan secam selektif dapat berpotensi
untuk menggangu tingkat kepatuhan/sadar pajak;

. Keterbatmsan alokasi Belanjn Modal, sehingga revitalisasi Prasarana

Pelayanan {Kantor Bersama Samsat) dilakukan secara terbatas, dengan
mengutamakan pemenuhan atas belanja operasional;

Operasional pelayanan berbasis teknologi informasi, belum diimbangi
dengan unit'kelompok khusus untuk menjawab dan mengelola keluhan
masyarakat.

43 LANGKAHSELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilnkukan Badan Pendapatan

Daemsh Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mendorong peningkatan kinerja
untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan menghadapi tantangan ke

depan, antara lain

|

Menyesuntkan target pendapatan daecrah secam terencana, dengan
mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi
perckonomian  nassonal'regional, sertn potensi riil berdasarkan
perkembangan kondisi perekonominn masyarakat;

. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya
personil untuk melakukan penagihan pajak secara door 1w door dan
pemanfastan jaringan tcknologi mformasi untuk melaksanakan
sdmoinistrasi perpajakan‘retribus: daernh sesuni ketentuzan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;




3. Mengembangkan model kerjasama pelsyanan pembuyaran pajak

prinsip

dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfastan kokasi, sarana dan
prasaranan pendukung pelayanan;

. Memperluas sumber-sumber penerimaan dacrah (ekstensifikasi) sesua

dengan kewenangan yvang dintur dalam undang-undang;

. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemermtah Kabupaten/Kota

dalam rangka pemungutan Pajak Daernh, Retnibusi Dacrah, maupun
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah;

Meningkatkan ungkat kepatuhan Wajik Pajak dan  membangun
kesadaran  pajak  melaln  program  sosializasi  kebijakan dan
pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat
Sumaters Barat yang tast membayar pajak (sustainable compliance);

. Memenuhi kebutuhan pengadaan serta pemeliharaan Samna dan

Prasarana UPTD/Kantor Bersama Samsat di Sumatera Barat, dalam
rangka menjaga kenyamanan Wajib Pajalk;

. Optimalisasi pembayaran PKB  melalw  market place  untuk

memngkatkan ammo masyarakat dalam membayar PKB.

Sangat disadan bahwa laporan ini belum secars sempumna menyajikan
transparansi dan akomabilias seperti vang diharapkan, namun

setidnknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapai
memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh
Jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dimasa mendatang
Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumatera Barat akan melakukan langkah
untuk lebih menyempumakan pelaporan ini agar terwujud transpasansi dan
akuntabilitng vang ingin diwujudkan bersama.

Badan Pendapatnn Daersh Provinsi Sumaters Barat sebaga: salah satu
penyangga pembisyaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai
upaya agar terwujud penmgkatan pembangunan secam berkesinambungan,
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